BAB I1
KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya
1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
dengan pisah atau putus.! Dalam istilah agama Sayyid Sabiq
mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan
atau bubarnya hubungan perkawinan.’

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa:
“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas
putusan pengadilan™.?

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian
menunjukkan adanya:

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk
memutus hubungan perkawinan di antara mereka.

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu
kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan
ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha
Kuasa.

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat
hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya
perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami
istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).*

Perceraian dalam istilah figih disebut “talak” yang berarti

“membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah

'Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indnesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1998, him., 163.

2 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah 8, PT Alma’rif, Bandung, 1980, him., 7.

® Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media, Bandung, 2005, him., 19.

* Muhamma Syaifuddin dkk, Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him., 15.
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figih juga sering disebut “furgah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan
dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli
figih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Kata “talak” dalam istilah figih mempunyai arti yang umum
yaitu segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh
suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh
dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau
istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu
“perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana
diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu
istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa
hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan
alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum
tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang
pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti
putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga
keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi
menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.
Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan
silaturrahim (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga
masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri,
apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga

berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.”

2. Dasar Hukum Perceraian
Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan
dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai
alasan yang benar. Talak itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak,

menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah

% Ibid., him., 17-18.
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satu nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh
karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang
membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan
tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara
keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya
membawa banyak kemandhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-
alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.°
Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian
rupa dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan beberapa Hadits Nabi yang yang
berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan
aturannya sendiri.
a. Al-Qur’an
1) Surat Al-Bagarah ayat 231
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Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka
mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka
dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka
dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena
dengan demikian kamu menganiaya mereka.
Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah
permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al

® Rahmat Hakim, Op.Cit., him., 158.
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Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi
pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-
Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta
ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu”. (0.S. Al-Bagarah: 231)’

2) Surat Al-Bagarah ayat 232
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Artinya: “Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu
habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para
wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.ltu
lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,

sedagg kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Bagarah:
232)

3) Surat At-Thalaq ayat 1
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" Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, PT Syamil Cipta
Media, Bandung, 2005, him., 37.
® Ibid.
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Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-

b. Hadits

isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka
pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya
(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang,ltulah
hukum-hukum  Allah dan barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya
dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Kamu tidak mengetahui  barangkali  Allah
mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”
(Q.S. At-Thalag: 1)°

Di samping beberapa ayat di atas, masalah perceraian ini

juga didasarkan pada hadits Nabi. Diantara hadits yang menjadi

dasar atau sandaran perceraian antara lain:
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Artinya: Dari Ibnu Umar RA, la berkata bahwa Rasulullah SAW

telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci
Allah ialah talak) H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan
disahkan oleh Hakim."™

Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya,

maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha

untuk menyepelekan hubungan perkawinan dan melemahkannya

® Ibid., him., 558.

1% Al-Hafidz bin Hajar Asqgolani, Bulughul Marom, Darul llmi, Surabaya, him., 223.
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adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan
menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.**
Adapun hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari
kemaslahatan dan kemandhorotannya, maka hukum talak ada 4
(empat) yaitu:*?

a. Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal
suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan
kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut
talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan
membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung,
yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.

b. Haram jika dengan talak itu suami berlaku serong, baik dengan
bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, dengan kata lain, suami
diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan
terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram.

c. Mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu,
yakni karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap
suami, suami menderita mandharat lantaran tingkah laku istri,
suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.

d. Sunat jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar
larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban
agama seperti meninggalkan sholat, atau meninggalkan puasa.

B. Macam-macam Perceraian
Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi
menjadi  beberapa macam tergantung sudut pandang apa Kkita
mengupasnya.
Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:**
a. Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam
bentuknya:
1) Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan
satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci
dari haid.

1 sayyid Sabiqg, Op.Cit., him., 7.

12 7akiah Daradjat, Op.Cit., him., 190-192.

13 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, him., 110.
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2) Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang
diucapkan berturut-turut tiga kali masing-masing diucapkan pada
waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari
haid belum disetubui dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua Kali
dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat
dirujuk lagi.

Talak bid’ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui

Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu:

1) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat

2) Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu
talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.

Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali

dijatuhkan yaitu:**

a.

Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk.
Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak
melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana.
Termasuk dalam talak raj’i ialah:

1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai
suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh.

2) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim
Pengadilan Agama berdasarkan proses llla yaitu suami bersumpah
tidak akan mencampuri istrinya.

3) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim
karena proses syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh.

Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh

rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami

istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses

perkawinan kembali, yang terdiri dari:*

“ Ibid.
> 1bid.
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1) Talak itu berupa talak satu atau talak dua dengan memakai suatu
pembayaran (iwadh).

2) Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum
campur (setubuh).

c. Talak bain besar (bain kubra) yaitu:

1) Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak
dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri
dikawini lebih dahulu oleh orang lain.

2) Perceraian karena /i’an (tuduhan berzina) antara bekas suami istri
tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya.

Menurut KUHPer Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua
kali perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi di antara mereka.

Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama
kali. Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri
itu untuk kawin lagi, walaupun dengan perantaraan muhallil (si istri sudah
kawin lagi dengan orang lain kemudian cerai).

Demikian juga terlihat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974. Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan
yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka
tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak

menentukan lain.*®

C. Tata Cara Perceraian menurut Undang-undang
Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115
KHI).Y

' Ibid.,him., 111.
' Dedi Supriyadi, Figh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi,CV
Pustaka Setia, Bandung, 2011, him., 245.
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Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan
dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36,
perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat
terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam
perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan
surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan
bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan
serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan
itu. 8
Adapun tata cara perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam:

a. Cerai Talak (Permohonan)
Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (UUPA) menyatakan:*®

(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan
istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk
mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan
beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.?°

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut
agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat
kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan
bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-
alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang
untuk keperluan itu”.

Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat
mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal pemohon.
Sementara Undang-undang Peradilan Agama, mengubah (atau
mempengaruhinya) bahwa tempat mengajukan permohonan adalah

pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam

'8 Shoedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum
Islam dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, him., 65.

¥ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

%0 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
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bahasa kompilasi tempat tinggal istri.”* Selengkapnya, masalah tempat
pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4) dan
(5) UUPA menjelaskan:*

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan
kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman permohon, kecuali apabila permohon dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin
pemohon

(3) Dalam hal temohon bertempat kediaman diluar negeri,
permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman permohon.

(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar
negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus
mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI No. 3
Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk
memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.*

Setelah itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya kumulasi
obyektif atau gabungan tuntutan.Ini dimaksudkan agar dalam mencari
keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus
tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67
UUPA menyatakan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas
memuat;*

a. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan
termohon yaitu istri.
b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

2! Dedi Supriyadi, Op.Cit., him., 245.

?2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

% Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, him.,
297.

?* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat megabulkan
atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat
diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Tampaknya
pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif-wewenang
kewilayahan-belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68
UUPA menyebutkan:®

(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majlis Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat
permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.

(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan:°

“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang
dimaksud pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya
untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan maksud perceraian”.

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum
persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinan
untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini,
tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana
dirinci dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975:*'

(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak
mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka
pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri
dapat mengajukan banding.

(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,
pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan
memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang
tersebut.

25 -
Ibid.
%6 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
?" Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



25

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam
suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh
istri atau kuasanya.

(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami
atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau
wakilnya.

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari
sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau
tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara
sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan
perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Proses perceraian selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9
Tahun 1975:%®

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan
perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan
membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian
tersebut.Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat
di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan
perceraian”.

Isi Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian diperinci
dalam Pasal 131 ayat (5) KHI:%

“Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama
membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang
merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai
pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai
pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk
diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing
diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh
Pengadilan Agama”.

Selanjutnya dalam Pasal 71 UUPA menjelaskan:*°

(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang
ikrar talak.

(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa
perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan
tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

%8 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2% Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit., him., 38.
%0 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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b. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada
Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal
penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa
izin suami.Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri,
Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui
Perwakilan Republik Indonesia setempat.®*

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan
penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan
bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan
suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77).
Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas
permohonan penggugat (istri), Pengadilan dapat menentukan nafkah
yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu
untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan
hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (pasal
78). Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 gugatan perceraian itu
gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan
Pengadilan.*?

Sebagaimana dalam hal cerai talak, maka dalam hal cerai
gugatanpun Pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan suami istri
yang sedang berperkara itu. Usaha ini tidak terbatas pada sidang
pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada
setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim.Apabila
usaha itu tidak membawa hasil, maka gugatan perceraian, termasuk

pemeriksaan terhadap saksi-saksi diperiksa dalam sidang tertutup.

3! Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, him.,
80.

*’Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat
Hukum agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, him., 168.
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Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan
perceraian baru berdasarkan alasan yang sama atau alasan yang telah
diketahui pada waktu dicapainya perdamaian.

Meskipun pemeriksaan terhadap gugatan perceraian dilakukan
dalam sidang tertutup, namun putusan mengenai hal itu diucapkan
dalam sidang terbuka. Panitera pengadilan  berkewajiban
menyampaikan salinan putusan itu, tanpa bermeterai, yang tela
mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada
Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perceraian itu terjadi dan atau
kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat
pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Hal ini sebagali
imbalan dari Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengirimkan satu
helai Akta Perkawinan kepada Pengadilan. Dengan demikian, baik di
Pengadilan maupun pada pegawai Pencatat Perkawinan terdapat
catatan perkawinan dan perceraian.*

Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka satu helai
salinan putusan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka
di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai
surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari
terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
tersebut diberitahukan kepada para pihak. Kelalaian pengiriman
salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan di atas
tadi, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat
Pengadilan yang ditunjuk apabila yang demikian itu mengakibatkan
kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan

gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh

%% Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang,
Jakarta, hIm., 60-61.
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kekuatan hukum yang tetap. Tetapi jika ada tuntutan pihak ketiga
maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama
tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal
itu.

Demikian pemeriksaan dan putusan dalam peradilan cerai
gugat dan di antaranya yang menarik adalah sistem Hakim dalam
penyelesaian syiqag, Yyang mirip dengan kedudukan mediator
(penengah) dalam sistem peradilan adat. Hal seperti ini di dalam
praktek peradilan umum dapat dikatakan tidak digunakan Hakim,
walaupun hal itu memungkinkan untuk mewujudkan perdamaian yang

adil >

D. Alasan yang Membolehkan Perceraian menurut Undang-undang dan
Akibat dari Perceraian
1. Alasan yang Membolehkan Perceraian menurut Undang-undang
Dalam penjelasan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang
alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan
talak atau gugatan perceraian ke pengadilan.
Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:®

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

* Hilman hadikusuma, Op.Cit., him., 169-170.
% Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit., him., 35.
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f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

g. Suami melanggar ta’lik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan
dalam rumah tangga.

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka dianggap
cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan

talak atau gugatan cerai dari pihak.

2. Akibat-akibat Perceraian
Terhentinya perkawinan tidak berlaku surut. Akibat-akibat
perceraian itu baru timbul pada saat sampai terdaftarnya putusan
pengadilan. Hal ini perlu diketahui dalam hubungannya dengan
pemberian-pemberian karena perkawinan. Perkecualian yang diatur
dalam Pasal 223 KUHPer, yang mengatakan bahwa terhadap pihak
yang dikenai putusan perceraian, maka pihak itu kehilangan semua
keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain dalam masa
perkawinan.
Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri
yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:
a. Akibat terhadap Istri
Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat
perkawinan, yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan,
menjadi hapus sejak saat itu. Bekas istri memperoleh kembali
status sebagai wanita yang tidak kawin.*® Maka bagi pasangan
yang telah bercerai menjadi haram bagi mereka untuk melakukan
hubungan suami istri. Selain itu mantan suami berkewajiban

memberi mut’ah kepada istri yang ditalak yakni suatu yang

% Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publiser,
Jakarta, 2006, him., 148.



30

menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan
suami.”’

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara
mendalam yang dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan
putus karena talak, maka bekas suami wajib:*®

1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik
berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al
dukhul.

2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri
selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak
ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.

3) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separoh
apabila gobla al dukhul.

4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

b. Akibat terhadap Harta Kekayaan
Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama
perkawinan di mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami
bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35, 36 dan
37 menyatakan:*®
Pasal 35:

a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama.

b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta
benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah
atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

a) Mengenai harta bersama suami istri atau istri dapat
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

b) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri
mempunyai  hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

%7 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, him., 268.
%8 Kompilasi Hukum Islam., Op.Cit., him., 44.
% Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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Pasal 37:
“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.
Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan
putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya
masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal
37, yang membatasi diri sebagai berikut: bila perkawinan putus
karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya
masing-masing, perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari
pertentangan antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas
(putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai
harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.
Pada penjelasan Pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan
kepada artinya, hukumnya masing-masing Yyakni jawabannya
hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Maka jadinya bila
perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena
kematian) maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama
bekas suami istri itu dan jika Agama mereka tidak mempunyai
Hukum Agama tentang harta bersama, maka diberlakukan Hukum
Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup beragama
suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka hal-hal
tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dan umumnya bertentangan dengan

Demokrasi Pancasila.*’

c. Akibat terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa
Pasal 229 KUHPer menentukan bahwa sesudah putusan
perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan

pikiran orang tua dan keluarga anak-anak yang belum dewasa,

0 Moh Idris Ramulyo, Op.Cit., him., 116.
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maka pengadilan memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa
diantara orang tuanya akan melakukan perwalian atas anak-anak
itu dengan mengingat apakah mereka masih mempunyai kekuasaan
orang tua atau tidak (kalau sudah dicabut dan dibebaskan maka
tidak dapat menjadi wali).

Siapa yang akan menjadi wali terserah kepada hakim,
hanya saja penunjukan menjadi wali itu harus memperhatikan
kepentingan si anak. Penetapan hakim tentang siapa yang menjadi
wali berlaku sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan
hukum yang pasti. Orang tua yang tidak ditunjuk sebagai wali dan
tidak hadir atas panggilan pengadilan berhak mengajukan
perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari. Begitu juga bagi orang
tua yang hadir dalam sidang tetapi tidak ditunjuk sebagai wali
berhak minta banding dalam waktu 30 hari.**

Menurut Pasal 41 Undang-undang perkawian, bahwa akibat
putusnya perkawinan karena perceraian karena perceraian ialah:*

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan
anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-
anak pengadilan memberi putusannya.

b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemelharaan
dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam
kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut;
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya
tersebut.

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan
sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah
bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak.

* Komariah, hukum perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, him., 78-
79.
*2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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E. Penelitian Terdahulu

Judul yang peneliti angkat pada penelitian ini, “Analisis Dampak
Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan
Kedung Kabupaten Jepara” sesungguhnya mengandung variabel yang
menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah
diteliti sebelumnya apa belum.

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti membaca literature dari
berbagai buku dan skripsi terdahulu sebagai bahan acuan untuk penelitian.

Agar lebih mudah memahami, peneliti akan paparkan hasil
penelitian yang berkorelasi dengan judul di atas dengan bentuk tabel
sebagai berikut:

Yang pertama, Ahmad Muzaka “Tinjauan Hukum Islam terhadap
Pengulangan Nikah Akibat Talak Tiga Kali di Luar Pengadilan (Studi
Kasus di Desa Pelang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang)” STAIN
Kudus. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang masih adanya
masyarakat Desa Pelang yang melakukan pengulangan nikah setelah
melakukan talak tiga kali di luar Pengadilan Agama. Terlepas dari sah
tidaknya perceraian tersebut, selanjutnya mereka melakukan pengulangan
nikah sebagai pilihan jalan yang terbaik.** Dalam hal ini terdapat
perbedaan mendasar bahwasanya penelitian yang telah dilakukan tersebut
berpusat pada keabsahan status pernikahan akibat talak tiga kali di luar
Pengadilan Agama, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis
laksanakan berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan dari salah satu
sebab yang dapat menjadikan perkawinan seseorang menjadi tidak sah.
Dengan demikian, tidak ada kesamaan mendasar maupun menyeluruh
antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian
terdahulu.

Yang kedua, Zaenabul M “Perlindungan Hukum Terhadap Hak

Istri dalam Memperoleh Nafkah Lahir dari Suami Akibat Perceraian

* Ahmad Muzaka, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengulangan Nikah Akibat Talak Tiga
Kali di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Pelang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang),
STAIN Kudus, 2015.
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Karena Talak” STAIN Kudus. Dalam penelitian ini peneliti membahas
tentang upaya perlindungan terhadap hak-hak mantan istri untuk
memperoleh nafkah lahir dari mantan suaminya yang dalam kasus tersebut
diakibatkan oleh perceraian karena talak,** sedangkan perbedaannya
dengan penelitian terdahulu yaitu hanya dititikberatkan pada hak-hak istri
sebagai akibat dari perceraian sedangkan penelitian yang akan penulis
teliti nanti akan dititikberatkan kepada dampak secara menyeluruh sebagai
akibat dari perceraian di luar Pengadilan Agama. Dengan demikian, tidak
ada kesamaan mendasar maupun menyeluruh antara penelitian yang akan
penulis laksanakan dengan penelitian terdahulu.

Yang ketiga, Lina Masruroh “Studi Analisis Putusan Pengadilan
Agama Kendal No. 1042/ Pdt.G/ 2004/ PA Kendal Tentang Cerai Gugat
Menjadi Pembatalan Perkawinan” IAIN Walisongo Semarang. Dalam
penelitian ini sekilas ada kemiripan dengan penelitian yang akan penulis
laksanakan terkait dengan dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama
di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.*> Namun demikian,
terdapat perbedaan mendasar bahwasanya penelitian yang telah dilakukan
tersebut terpusat pada penyebab batalnya perkawinan karena perkawinan
yang tidak sah sedangkan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan
berhubungan dengan salah satu sebab yang dapat menjadikan perkawinan
seseorang menjadi tidak sah. Dengan demikian tidak ada kesamaan
mendasar, maupun menyeluruh antara penelitian yang akan penuls

laksanakan dengan penelitian terdahulu.

* Zaenabul M, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dalam Memperoleh Nafkah Lahir
dari Suami Akibat Perceraian Karena Talak, STAIN Kudus, 2010.

** Lina Masruroh Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 1042/ Pdt.G/ 2004/
PA Kendal Tentang Cerai Gugat Menjadi Pembatalan Perkawinan, IAIN Walisongo Semarang,

2007.
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F. Kerangka Berfikir

Perceraian atau dalam bahasa agama sering disebut talak adalah
lepas, putus atau bubarnya hubungan perkawinan antara suami istri karena
alasan-alasan tertentu yang akan menimbulkan akibat-akibat daripadanya.

Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses
perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan
Agama No. 3 Tahun 2006, dan Pasal 39 ayat (1) serta Pasal 115 KHI yang
berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”

Sedangkan masalah yang terjadi di Desa Kerso Kecamatan Kedung
Kabupaten Jepara perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama hal
inilah yang menarik penulis ingin mengetahui apa itu perceraian dan dasar
hukumnya, macam-macam perceraian, tata cara perceraian dan akibatnya,
menganalisa faktor apa saja yang melatarbelakangi serta dampak apa saja

yang timbul daripadanya.
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